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Abstract
There are two things that are studied in this thesis: what is the position of the Honorary Council for Election Organizers Number 317-PKE-DKPP/X/2019 after the issuance of the Decision of the State Administrative Court Number 82/G/2020/PTUN.JKT? and what is Siyasah Qadhaiyah's view on the Position of the Honorary Council for Election Organizers Number 317-PKE-DKPP/X/2019 After the issuance of the Jakarta State Administrative Court Decision Number 82/G/2020/PTUN.JKT? This study intends to analyze the position of the decision of the Honorary Election Organizing Council after the issuance of the Decision of the State Administrative Court which is considered to cause legal uncertainty. The research method used in this thesis is normative juridical, in essence it examines the law which is conceptualized as a norm or rule that applies in society. After doing research, it was found that the position of the decision of the Honorary Election Organizing Council creates legal uncertainty. Because what has been stated in the Law is that the decision of the Honorary Election Organizing Council is final and binding. This means that this is final and binding, there is no longer any legal remedy after the decision is read or enforced. However, the fact is that the decision of the Election Organizing Honorary Council through a presidential decision to fire Evi Novida, and Evi Novida sued the President's decision to the State Administrative Court and the State Administrative Court granted Evi's claim and asked the President to revoke his decision on the grounds that there was an injustice in decision making, after The decision is issued and the President revokes the decision. In the siyasa, Duturiyah also recognizes the existence of an Al-Qadhaiyah institution that has judicial duties or in terms of making laws or decisions in which the principle of justice is emphasized in making decisions to ensure rights are protected from injustice.
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Abstrak
Ada dua hal yang dikaji dalam skripsi ini : bagaimana kedudukan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 setelah terbitnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT ? dan bagaimana pandangan Siyasah  Qadhaiyah terhadap Kedudukan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 Setelah Terbitnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT ? Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis kedudukan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu setelah Terbitnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang dinilai menimbulkan adanya ketidakpastian hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu yuridis normatife, pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Setelah dilakukan penelitian, ditemukan bahwa kedudukan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena yang telah termuat dalam Undang-Undang bahwasanya putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bersifat Final dan Mengikat. Artinya, final dan mengikat ini sudah tidak ada upaya hukum lagi sesudah putusan dibacakan atau diberlakukan. Namun faktanya putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu melalui keputusan presiden dalam memecat Evi Novida, dan Evi Novida menggugat keputusan Presiden tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan Evi dan meminta Presiden mencabut keputusannya dengan alasan bahwasanya adanya ketidakadilan dalam pengambilan keputusan, setelah putusan diterbitkan kemudian Presiden mencabut putusannya. Dalam siyasah Dusturiyah pun mengenal adanya lembaga Al-Qadhaiyah yang memiliki tugas peradilan ataupun dalam hal membuat hukum atau keputusan yang didalamnya ditekankan prinsip keadilan di dalam memutuskan putusan untuk menjamin Hak-hak terlindungi dari sifat zalim.

Kata Kunci : Putusan DKPP, Putusan PTUN, Siyasah Qadha’iyah
A. PENDAHULUAN
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu memberikan warna baru dalam konteks pengaturan penyelenggara Pemilu. Kehadiran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang permanen, sebagai kesatuan fungsi dengan penyelenggara Pemilu merupakan langkah progresif dalam upaya untuk menjawab atas pentingnya menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. Penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis.[footnoteRef:1] [1:  Jimly Asshiddiqie, Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: ( Perspektif Baru tentang, Rule of Law and Rule of Ethics, Constitusional law and Constitusional Ethics), (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.35-36.] 

DKPP mempunyai kewenangan untuk menerima  pengaduan dalam dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu, melaksanakan verifikasi laporan administrasi dalam pemeriksaan formil, dalam rangka pemeriksaan kelengkapan persyaratan pengaduan dan/atau laporan, dan secara materiil dalam pemeriksaan yang diindikasikan pelanggaran kode etik anggota penyelenggara Pemilu. Lebih lanjut dari pengaduan dan/atau laporan oleh penyelenggara Pemilu, menetapkan putusan dan menyampaikannya secara terbuka kepada masyarakat luas.[footnoteRef:2] [2:  Luky Sandra Amalia (editor), Evaluasi Pemilu Legislatif 2014: Analisis Proses dan Hasil, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan 1, 2016), h.78.] 

Salah satu kasus pelaksanaan tugas dan fungsi DKPP adalah ketika DKPP menindaklanjuti  Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu tanggal 18 Oktober 2019 atas nama sdr. Hendri Makaluasc, Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dapil VI Nomor Urut 1 dari Partai Gerindra pada tanggal 8 Maret 2020 memutuskan untuk memecat Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting Manik dari jabatannya.
Persoalan tersebut di latar belakangi Salah satu Tindakan dan/atau keputusan dari (KPU Kalimantan Barat pada tanggal 11 September 2019, yang melaksanakan keputusan dan/atau tindakan Teradu I-VII  tanggal 10  September 2019	tersebut,  dengan cara melaksanakan  Rapat Pleno Tertutup di Sekretariat KPU RI yang menetapkan Cok Hendri Ramapon sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dapil 6 dari Partai Gerindra, Menurut Hendri Makaluasc selaku Pengadu, yang semestinya ditetapkan oleh Teradu I-VII (KPU RI) dan Teradu VIII-XII (KPU Kalimantan Barat) sebagai calon terpilih Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dapil 6 dari Partai Gerindra adalah sdr. Hendri Makaluasc bukan Cok Hendri Ramapon.
Kemudian sebagai tindak lanjut dari putusan DKPP. Pemerintah menindaklanjuti Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Penilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022, kemudian Evi Novida Ginting Manik melayangkan gugatan terhadap Keputusan Presiden tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan perkara Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT. 
Kemudian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan seluruh gugatan mantan komisioner tersebut, dengan putusan Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT, dalam putusan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara meminta Presiden mencabut keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P  tahun 2020 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Masa Jabatan Tahun 2017-2022.
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT tanggal 23 Juli 2020 tanpa ada upaya banding dari pihak pemerintah, keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor  34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022 dicabut kemudian Evi Novida Ginting Manik kembali melaksanakan tugas sebagai komisioner masa jabatan tahun 2017-2020.[footnoteRef:3] [3:  https://www.tribunnews.com/nasional/2020/08/08/alasan-jokowi-cabut-keppres-pemecatan-evi-novita-ginting di akses pada 12 januari 2022.] 

Evi Novida Ginting Manik kembali aktif menjadi Komisioner KPU RI sejak diterbitkannya putusan tersebut, lalu bagaimana dengan status dan kekuatan hukum atas putusan DKPP yang memberhentikan Evi Novida Ginting Manik berdasarkan sidang etik yang dilaksanakan DKPP namun setelah putusan tersebut dilaksanan pemerintah melalui keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P tahun 2020 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang dibawa ke PTUN kemudian majelis hakim  PTUN dengan putusan nomor 82/G/2020/PTUN.JKT memenangkan gugatan Penggugat dan meminta Kepres tersebut di cabut oleh presiden.
B. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.[footnoteRef:4] Penelitian ini dikenal pula dengan penelitian kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan Perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.[footnoteRef:5] [4:  Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, (Bandung: Penerbit Alfabesta, 2017), h. 66.]  [5:  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2017), h.24.] 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kedudukan Putusan DKPP Setelah Terbitnya Putusan PTUN Jakarta No. 82/G/2020/PTUN.JKT.
Putusan PTUN Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT memiliki amar putusan membatalkan Keputusan Presiden No. 34/P Tahun 2020. Problematika ini muncul menurut penulisan ini karena PTUN menggunakan dasar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 9 Tahun 2004). Dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang yakni :[footnoteRef:6] [6:  Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Peradilan  Tata Usaha Negara] 

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum  perdata; 
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum; 
3. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan; 
4. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana; 
5. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
6. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia; 
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

Jika dilihat dari sisi Pasal 2 UU No. 9 Tahun 2004, memang tidak diatur bahwa apakah mungkin Kepres No. 34/P Tahun 2020 diuji. Namun apakah yang tidak diatur berarti boleh? Penalaran jika tidak diatur berarti boleh dilakukan adalah penalaran dengan terminologi hukum asas legalitas. Dimana tidak dapat seorang warga dihukum tanpa adanya dasar hukum yang melarang. Lebih lanjut, asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang sangat fundanmental. Asas legalitas dalam hukum pidana begitu penting untuk menentukan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. Jadi, apabila terjadi suatu tindak pidana, maka akan dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan apakah aturan yang telah ada tersebut dapat diperlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi.[footnoteRef:7] [7:  Mahrus Ali,  Dasar-Dasar Hukum Pidana  (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.59.] 

Dalam penulisan ini mengenai Putusan PTUN No. 82/G/2020/PTUN.JKT, perlu diketahui bahwa substansi yang diuji di dalamnya adalah terlalu jauh sampai ke substansi Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019. Bahkan poin ke 4 dari amar Putusan PTUN tersebut, jika dinilai dari sisi Pasal 458 ayat (11) sampai dengan ayat (13) UU No. 7 Tahun 2017, jelas abuse of power atau abus de droit karena PTUN tersebut memberikan rehabilitasi, hal sejatinya merupakan kewenangan DKPP RI yang dijamin oleh UU No. 7 Tahun 2017. Oleh karenanya, jika Putusan PTUN No. 82/G/2020/PTUN.JKT justru terjadi pelanggaran akan kepastian hukum, karena negara melalui UU No. 7 Tahun 2017 sudah menjamin Putusan DKPP bersifat final dan mengikat.
DKPP RI dengan putusannya yang final dan mengikat juga menurut analisis dalam penulisan ini merupakan suatu bentuk prinsip check and balances dalam penyelenggaraan Pemilu. Seperti diketahui prinsip check and balances pada dasarnya adalah prinsip ketatanegaraan yang menghendaki lembaga-lembaga negara memiliki kedudukan yang setara dan saling mengontrol satu dengan yang lainnya.
Pada satu sisi, penulisan ini setuju bahwa penting kiranya ada mekanisme koreksi bagi Putusan DKPP. Hal ini sejatinya sudah muncul melalui Putusan MK Nomor 31/PUU-XI/2013. Dalam putusan MK tersebut, MK menyatakan bahwa putusan final dan mengikat DKPP tidak dapat disamakan dengan putusan final dan mengikat dari lembaga peradilan pada umumnya. Sifat final dan mengikat dari putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP. Adapun keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang bersifat konkrit, individual, dan final yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN.
2. Sifat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
Berdasarkan Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, menyatakan putusan DKPP bersifat final and mengikat, artinya tidak ada ruang untuk menilai atau menginterpretasikan Putusan DKPP. Ketentuan Pasal Pasal 112 ayat (12) tersebut, dipertegas lagi dalam Pasal 34 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, menyatakan bahwa :[footnoteRef:8] [8:  Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu.] 

a. Putusan DKPP bersifat final dan mengikat.
b. Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan
c. Bawaslu memiliki tugas mengawasi pelaksanaan putusan DKPP.

Lahirnya putusan MK Nomor 115/PHPU.DXI/2013 sifat final putusan DKPP tetap dengan dasar nilai tafsiran atas sifat putusannya sedangkan sifat mengikatnya telah digugurkan oleh Mahkamah Konstitusi atas lahirnya putusan Mahkamah. Menurut MK sifat final dan mengikat dari putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP. Adapun keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota.
Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali rumusan frasa final and mengikat dalam skema putusan DKPP, sekaligus menyediakan saluran hukum untuk menguji putusan DKPP. Belakangan MK melalui Putusan Nomor 31/PUUXI/2013, menyatakan bahwa putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak dapat disamakan dengan putusan final dan mengikat dari lembaga peradilan pada umumnya oleh karena DKPP adalah perangkat internal penyelenggara Pemilu yang diberi wewenang oleh Undang-Undang.

3. Pandangan Siyasah Qadhaiyah Terhadap Kedudukan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317-Pke-Dkpp/X/2019 Setelah Terbitnya Putusan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 82/G/2020/Ptun.Jkt.
Lembaga peradilan dalam fiqh siyasah dikenal dengan Qadha’iyyah yang berasal dari kata al-qadha yaitu lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum Islam. Menurut  ilmu bahasa arti qadha antara lain menyelesaikan, menunaikan, dan memutuskan hukum atau membuat suatu ketetapan. Makna yang terakhir inilah yang digunakan dalam konteks ini. Sedangkan dari segi istilah ahli fiqh, qadha berarti lembaga hukum dan perkataan yang harus dituruti yang diucapkan ooleh seseorang yang mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar mengharuskan orang mengikutinya.[footnoteRef:9] [9:  Saiful Aziz, Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam, (Skripsi, Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2016).] 

Dalam pandangan Hukum Tata Negara Islam, kekuasaan kehakiman sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara terkait permusuhan, melindungi orang yang kehilangan haknya, dan yang lainnya. Karena tujuan pengadilan dalam Islam bukan hanya untuk mengorek kesalahan namun untuk menegakkan kebenaran. Lembaga Peradilan dalam Islam disebut Sultah al-Qadha’iyah, dalam perkembangannya dibedakan menurut jenis perkara yang ditangani, yakni, Wilayat al-Qadha’, Wilayat al-Hisbah, dan Wilayat al-Mazalim.[footnoteRef:10] [10:  Imam Amrusi jailani, Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: IAIN SA Press, 2013)  h. 32-33.] 

Segala masalah kezaliman apapun yang dilakukan individu baik dilakukan para penguasa maupun mekanisme-mekanisme negara beserta kebijakannya, tetap dianggap sebagai tindak kezaliman, sehingga diserahkan kepada khalifah agar dapat memutuskan tidak kezaliman tersebut, ataupun orang-orang yang menjadi wakil khalifah yang disebut dengan qadhi.
Berdasarkan dengan fungsi pengadilan di dalam Islam sendiri yaitu melakukan penegakan yang benar, problematika Evi Novida dianggap sudah relevan dan sesuai jika menyelesaikannya di peradilan yang sengketanya sama-sama menangani perkara tersebut, yakni dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Di mana Evi Novida merasa dirugikan atas hilangnya kesempatan dirinya untuk mengajukan pembelaan diri saat sidang etik DKPP karena ia tidak pernah diberi kesempatan untuk mendengarkan jawabannya oleh Hakim sidang etik DKPP sampai dengan dikeluarkannya putusan sidang tersebut. Oleh karena itu, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus mempertimbangkan lagi apabila memang terjadi pelanggaran aturan perundang-undangan serta asas pemerintahan umum yang baik, terhadap penerbitan Keputusan Presiden meski keputusan tersebut mempunyai sifat administrasi dalam tindak lanjut dari dikeluarkannya Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
Selanjutnya dalam pandangan penulis, bahwa saat persidangan etik DKPP aduan penyelewengan kode etik dengan Pengadu Hendri Makaluasc dan dua pihak Teradu yakni dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, Evi Novida tidak pernah diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban atas aduan tersebut, sehingga kesempatan pembelaan dirinya dianggap telah dirugikan. Selanjutnya, dalam putusan Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 memberikan putusan penjatuhan hukuman terhadap Teradu Evi Novida untuk diberhentikan dari jabatannya sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum, sementara itu pihak Teradu yang lain hanya diberikan peringatan keras.
D. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian penjelasan masalah yang penulis kemukakan di aatas, maka dalam bab penutup ini, terdapat simpulan yang menjawab permasalahan yang ada dalam bab pendahuluan.
1. Secara kelembagaan Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggaraa Pemilu (DKPP) dengan KPU dan Bawaslu sejajar dan harusnya menerapkan prinsip Check and Balances. Terkait dengan Putusan PTUN No. 82/G/2020/PTUN.JKT yang Membatalkan Kepres No. 34/P Tahun 2020 hal ini jelas sudah diluar dari kewenangan PTUN. Kedudukan Putusan DKPP akibat terbitnya putusan PTUN menurut penulis menimbulkan ketidakpastian Hukum, karena Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat (tidak ada upaya hukum lagi setelah putusan dibacakan), yang nyatanya Evi kembali aktif dan putusan DKPP tersebut menjadi tidak berlaku, dan sifat putusan Final dan mengikat Putusan DKPP juga telah digugurkan oleh MK. 







2. Tinjauan Al-Qadha’iyyah terkait dengan pemecatan Komisoner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (Evi Novida Ginting Manik) sejalan dengan fiqh siyasah dusturiyyah dalam al ini dapat ditangani oleh Al-Qadha’iyyah sebagai lembaga peradilan Islam dengan wewenang penyelesaian seluruh sifat zalimnya pejabat terhadap hak rakyatnya. sebab 
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Evi tidak diberikan hak dan kesempatan dalam pengajuan membela dirinya. Maka tindakan Evi Novida Ginting untuk memperoleh keadilan sebenarnya bukanlah hal yang salah.
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